





dirampas untuk dimusnahkan.
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J Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua

ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secard lisan yang diucapkan di

li
persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesa

erikan hukuman yang seringan-ringannya dan

akan perbuatannya dan mohon dib
: Umum menyatakan tetap pada

atas Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut

tuntutannya semula dan terdakwa tetap pada Pembelaannya,
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Menimbang, bahwa tardakwa diajukan ke muka persidangan umu

|
Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat dakwaan tertangga

Juni 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-I11-133/KALIAIOG/2015 yang berbunyl sebagai
berikut:

Bahwa terdakwa LORENSYAH ANAK DARI ALAMSYAH, pada hari Selasa
tanggal 07 April 2015 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu di bulan April tahun 2015 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport
Interdiction Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau
setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | dalam bentuk

bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 10.00
WIB terdakwa menghubungi sdr. Hendi (DPO) untuk memesan narkotika
jenis shabu kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah
sdr. Hendi (DPO) di daerah Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota
Bandar Lampung sebelum membeli shabu terdakwa diajak untuk mencoba
menggunakan shabu atau tester dengan menggunakan alat berupa bong
dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan dan pirek kaca milik sdr.
Hendi setelah terdakwa mencoba shabu tersebut kemudian terdakwa
membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000, (tiga juta
rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat menuju
Tegal Jawa Tengah dengan menaiki bus Lorena dengan Nomor Polisi B
7566 KU;
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Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba
polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan telsh pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB
terdakwa menghubungi sdr. Hendi (DPO) untuk memesan narkotika jenis

shabu;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr.
Hendi (DPO) di daerah Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung sebelum membeli shabu terdakwa diajak untuk mencoba

menggunakan shabu atau lester dengan menggunakan alat berupa bong
dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan dan pirek kaca milik sdr

Hendi;

Bahwa setelah terdakwa mencoba shabu tersebut kemudian terdakwa
membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.000.000, (tiga uta
rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat menuju
Tegal Jawa Tengah dengan menaiki bus Lorena dengan Nomor Polisi B
7566 KU;

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kendaraan bus yang terdakwa tumpangi
memasuki area pemeriksaan seaport interdiction  Pelabuhan
penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian dilakukan
pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi ADE CHANDRA dan saksi
AFAN ZAFRIAND! (keduanya merupakan anggota kepolisian Poires
Lampung Selatan) terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak
rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic
klip berisikan kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning
yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa
selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres
Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin Instansi yang
berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter
karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk

ai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayantzn publik, transparansi dan

da, namun belum tersedia, m:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akuntabilitas
g dari waktu kewaktu.

Halaman 6



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka jikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka jikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10







orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim
berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban
dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika, kejahatan ini tidak ada korban, karena
pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah
dia akan menjadi pelaku utama atau atau menjadi korban, sehingga penjatuhan
hukuman terhadap diri terdakwa dalam tindak pidana narkotika sedapat mungkin
bukan merupakan sebuah pembalasan (retribution) atau penciptaan efek jera
semata (detferent), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan
(treatment), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan
perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkotika, tidak
mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan
pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini|

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan
sosiologis/ perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum
melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi
Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi

terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana
denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan
dikenakan pidana pengganti berupa penjara untuk masa waktu tertentu
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan
sejak tanggal 10 April 2015 hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini,
sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dalam hal ini
Majelis Hakim memandang bahwa sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan
dalam putusan ini, bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, tentang penjatuhan
pidana terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang
akan dijatuhkan Pengadilan temyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya
terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk
memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:
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